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Abstrak 
 
Konflik bersenjata merupakan suatu peristiwa yang penuh dengan 
kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dampak yang 
ditimbulkan tidak hanya terhadap orang-perorangan saja, tetapi dapat juga 
menimbulkan kerusakan atau hilangnya properti. properti yang rentan terkena 
imbas dari konflik bersenjata adalah benda budaya (cultural property). Kota 
Surakarta merupakan tempat dimana banyak terdapat benda cagar budaya  
peninggalan masa lalu yang mempunyai nilai sejarah tinggi sehingga harus 
dilestarikan kelangsungannya. Dalam skripsi ini terdapat dua permasalahan terkait 
dengan perlindungan benda cagar budaya di Kota Surakarta yaitu bagaimana 
upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam pelestarian benda cagar 
budaya dan apakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta terkait 
dengan pelestarian benda cagar budaya sudah sesuai dengan Hukum Humaniter 
Internasional. 
 
Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun skripsi ini 
adalah yuridis normatif. Penelitian skripsi ini termasuk dalam penelitian deskriptif 
analitis dengan menggunakan data yang diperoleh dengan studi kepustakaan 
didukung dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis secara kualitatif. 
 
Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan upaya pelestarian benda cagar 
budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta terdiri upaya yang 
bersifat preventif dan  represif. Upaya preventif  berupa penetapan jumlah cagar 
budaya, pembuatan regulasi dan program pelestarian benda cagar budaya, 
pembentukan Tim Kota Pusaka, dan melakukan sosialisasi Undang-Undang 
Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya kepada seluruh 
stakeholder.Sedangkan upaya represif yaitu penerapan sanksi pidana menurut 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Diketahui pula faktor penghambat dalam 
upaya pelestarian benda cagar budaya oleh Pemerintah Kota Surakarta yang 
terdiri dari faktor yang bersifat internal dan eksternal.setelah mengetahui  upaya 
pelestarian benda cagar budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta, 
dapat diketahui bahwa upaya-upaya tersebut sudah sesuai dengan Hukum 
Humaniter Internasional yang terdapat dalam Konvensi Den Haag 1954. 
 
Kata Kunci : Benda Cagar Budaya, Upaya Perlindungan, Kota Surakarta 
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Abstract 
 
Armed conflict is a conflict involving violence and hostility between 
conflicting parties. The impacts of it does not only influence individuals, but also 
create harms or loss to public properties. Cultural properties have huge tendency 
to be broken under such circumstance. In this case, Surakarta is a city rich of 
cultural heritages with high historical value, making their preservation becomes 
an important thing to do. This final project includes two problems related to the 
preservation of cultural heritages in Surakartaon how are the efforts done by 
Surakarta’s government to preserve the cultural properties and what are the efforts 
done by the government to preserve the heritages according to International 
Humanitarian Law. 
 
This research used normative juridical method. It also used descriptive 
analysis assisted with the data obtained from the literature studies supported by 
primary, secondary, and tertiary law. The obtained data were analyzed 
qualitatively. 
 
The result of this final project showed that the efforts of cultural heritage 
preservation done by Surakarta government are preventive and repressive. The 
preventive effort is the confirmation of cultural heritage number, the formulation 
of the regulation as well as the program of cultural properties preservation, the 
creation of Kota Pusaka team, and the socialization of Law Number 11 year 2010 
regarding Cultural Heritage to all stakeholders.While the repressive effort is 
application of criminal sanction according to Law Number 11 year 2010. The 
obstacles in cultural properties preservation done by the government are divided 
into internal and external factors. The internal factors are human resources, 
funding, and legal obstacles, while the external factors are related to social 
awareness and the environment. After acknowledging the effort of cultural 
heritage preservation done by Surakarta’s government, the researcher can claim 
that the efforts is in accordance with the International Humanitarian Law in Den 
Haag Convention, 1954. 
 
Keywords : Cultural Heritage, Efforts of Preservation, Surakarta 
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